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Abstract: This study investigates the impact of the Village Fund Program on the improvement of social
welfare and village infrastructure. The challenges faced in the management of the Village Fund, such as
transparency and community participation. To demonstrate that Village Funds can improve the quality of
life for the community through infrastructure development and economic empowerment, the literature
review collects data from various relevant sources. The research results show that the allocation of Village
Funds improves infrastructure, such as roads and public facilities, and enhances access to basic services
for the community. Village Fund also has a positive impact on the economic, social, and health aspects of
the village community. This research found that the Village Fund program heavily relies on good
management, active community participation, and support from the local government. Therefore, it is
necessary to enhance transparency, accountability, and training for village officials to maximize the

benefits that the community can obtain from the Village Fund.
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Latar Belakang

Di Indonesia, program Dana Desa adalah inisiatif penting yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana yang diperoleh
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini bertujuan untuk
mendorong masyarakat desa untuk membangun infrastruktur, meningkatkan akses
terhadap layanan dasar, dan mengakhiri kemiskinan. Dana Desa memiliki dampak positif
terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan, menurut penelitian, tetapi
efektivitasnya bervariasi tergantung pada pengelolaan dan pelaksanaan di setiap desa
(Gaspersz, 2023).

Namun masalah pengelolaan Dana Desa masih ada. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh (Isnaini et al., 2019), meskipun Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, seringkali terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan yang
sesuai dengan kebutuhan lokal. Secara keseluruhan, terdapat potensi besar untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat desa melalui program Dana Desa di Indonesia.
Namun keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, partisipasi
masyarakat, dan kolaborasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Dana Desa dapat
mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih dan
sanitasi. Sebuah penelitian oleh Hidayah dan Mukhlis menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam program padat karya yang didanai oleh Dana Desa dapat meningkatkan
akses terhadap sanitasi dan air bersih, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi
informal yang tinggi (Hidayah & Mukhlis, 2019).

Selain itu, menurut (Jamaluddin et al., 2018), pengelolaan Dana Desa yang tidak
sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dapat mengurangi manfaat pembangunan.
Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan bahwa
program yang didanai oleh Dana Desa sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang
lebih luas.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dana Desa membantu
meningkatkan perekonomian lokal. Studi menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes
yang baik dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan memberdayakan
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masyarakat (Firmansyah et al., 2020). Namun masalah akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan dana masih menjadi masalah yang perlu diatasi (Sidik, 2015). Oleh karena
itu, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat
penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana tersebut
digunakan secara efisien untuk kepentingan bersama, menurunkan kemiskinan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan jika digunakan dengan benar.

Tujuan utama program Dana Desa di Indonesia adalah peningkatan infrastruktur
dan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang
diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui alokasi dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Memperbaiki infrastruktur dasar
desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya adalah tujuan utama dari Dana
Desa. Studi oleh Azhari dan Suhartini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah
berjalan dengan baik; sebagian besar dana dialokasikan untuk program Bantuan
Langsung Tunai (BLT), yang membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi
COVID-19 (Azhari & Suhartini, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa tidak
hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat.
Selain menegaskan bahwa dengan pengelolaan Dana Desa yang efektif, masyarakat desa
dapat memperoleh peningkatan kualitashidup mereka (Rahmatullah & Rahmatullah,
2021).

Dana Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu,
peningkatan ekonomi lokal dapat dicapai melalui dukungan program Dana Desa untuk
pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun masalah pengelolaan Dana
Desa masih ada. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah mencakup dana, yang
dapat menghambat tercapainya tujuan program (Fathur Rauzi Sukarno, 2022). Oleh
karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola
secara transparan dan akuntabel serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Di Indonesia, program Dana Desa telah menjadi alat penting untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur. Namun, berbagai
masalah yang berkaitan sering membuat program ini dibahas. Dana Desa juga memainkan
peran penting dalam memperkuat masyarakat. Menurut (Nomaini et al., 2021), sosialisasi
dan manajemen penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting
untuk menjamin bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk program yang
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan bagi desa (Ismail & Hapsoro,
2023). Badan Usaha Milik Desa dapat menurunkan angka kemiskinan di desa dengan
memanfaatkan potensi lokal. Secara keseluruhan, Dana Desa sangat penting untuk
meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Program ini dapat
memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pengelolaan yang baik dan
partisipasi aktif masyarakat. Transparansi pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan
kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa adalah beberapa masalah utama terkait
program keefektifan Dana Desa. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak percaya pada
pemerintah desa dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam program

Ketidakjelasan tentang bagaimana Dana Desa dikelola merupakan salah satu
masalah yang paling signifikan. Menurut penelitian pengelolaan dana desa seringkali
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tidak transparan dan masyarakat desa tidak terlibat secara aktif dalam perencanaan dan
pelaksanaan permulaan (Hulu et al., 2018). Partisipasi masyarakat adalah masalah
tambahan yang berkaitan dengan seberapa efektif Dana Desa. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh (Jamaluddin et al., 2018), pengelolaan Dana Desa seringkali tidak sesuai
dengan tujuan dan digunakan dengan buruk. Selain itu, pengelolaan dana desa tidak dapat
berjalan dengan baik jika tidak ada transparansi yang jelas, dan masyarakat tidak dapat
melihat bagaimana dana tersebut digunakan (Alianur, 2022).

Jika masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, hal
itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan bagaimana
dana digunakan. Akibatnya, dampak positif dari program tersebut akan berkurang. Selain
itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa merupakan faktor penting yang
mempengaruhi efektivitas Dana Desa. Pelatihan dan pengembangan harus dilakukan
untuk mengatasi kekurangan kapasitas manajemen dalam mengelola Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) (Malik, 2023). Tidak mungkin mengelola Dana Desa secara efektif ,
yang berdampak pada hasil yang diharapkan dari program.

Menurut penelitian (Sulistyorini, 2023), program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
yang bersumber dari Dana Desa tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan karena masyarakat penerima belum memperoleh pengetahuan yang
diperlukan untuk memanfaatkan dana tersebut, ini sebagian besar disebabkan oleh
kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu,
pengawasan dan akuntabilitas mempengaruhi kinerja Dana Desa. Penelitian (Sutikno,
2021) menekankan pentingnya membuat kebijakan pengelolaan Dana Desa yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan melakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari
doktrin dana. Tanpa pengawasan yang baik, ada kemungkinan peningkatan mengacu pada
dana, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa. Meskipun Dana Desa
memiliki potensi besar untuk meningkatkan infrastruktur desa dan kesejahteraan
masyarakat, transparansi, partisipasi masyarakat, kapasitas SDM, dan pengawasan adalah
masalah yang harus diselesaikan agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Tinjauan Pustaka
Teori Pembangunan

Pembangunan desa, yang berkaitan dengan program Dana Desa Desa, adalah
proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah
pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa mencakup
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial,
dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan
(Pratama et al., 2023)

Konsep dasar ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam
setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Salah satu alat yang
dimaksudkan untuk mendukung pembangunan desa adalah Program Dana Desa. Tujuan
dari dana yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Menurut penelitian (Hulu et al., 2018) pemanfaatan Dana Desa di Desa
Tanggilingo telah meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, yang mencakup
pengembangan kapasitas masyarakat dan pelatihan. Oleh karena itu, Dana Desa tidak
hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat yang mendorong
masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat. Untuk mencapai tujuan
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pembangunan yang diinginkan, penting membuat rencana yang tepat bagi penggunaan
Dana Desa.
Model Pembangunan Desa yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Metode ini berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk memilih
dan menilai program pembangunan pada saat dirancang, dijalankan, dan dievaluasi.
Dalam model ini, Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah salah satu metode yang
paling umum digunakan karena memungkinkan masyarakat untuk menemukan masalah
dan menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya (Peningkatan Peranan Desa
dalam Perluasan Jangkauan Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Studi Kasus Desa
Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, 2023).

Model pembangunan partisipatif memungkinkan pemerintah desa untuk menjadi
lebih baik dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RPJMDes yang efektif terhambat
oleh kurangnya data dan pemahaman tentang manajemen keuangan desa (Sujana et al.,
2020). Oleh karena itu, sangat penting bagi perangkat desa untuk mendapatkan pelatihan
dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan
mengelola Dana Desa dengan baik. Secara keseluruhan, model pembangunan desa yang
melibatkan partisipasi masyarakat meningkatkan kohesi sosial dan kemandirian
masyarakat serta meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa. Dengan melibatkan
masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, program-program dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

Pembangunan desa yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan
partisipatif. Salah satu alat penting untuk pembangunan desa adalah Program Dana Desa,
yang harus dikelola dengan baik dan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu,
pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian desa.

Tujuan Program Dana Desa dan Implementasi

Sejarah dan Dasar Hukum Dana Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan
dana desa secara mandiri. Melalui pembagian dana dari pemerintah pusat, undang-undang
bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengatur pengelolaan dan
akuntabilitas bagaimana dana digunakan untuk tujuan penting seperti bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur (Meidina et al., 2022).
Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan dapat dilakukan secara efisien dan
akuntabel jika ada dasar hukum yang jelas.

1. Struktur Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa

Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat
berpartisipasi dalam struktur pengelolaan Dana Desa. Penggunaan dana harus
direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Di
sisi lain, BPD berfungsi sebagai pengatur dan mediator antara masyarakat dan
pemerintah desa (Akbar, 2018). Rumus yang menghitung jumlah penduduk, luas
wilayah, dan tingkat kemiskinan di setiap desa digunakan untuk menentukan
bagaimana Dana Desa akan didistribusikan. Selain itu, sumber pendapatan asli desa
dan transfer dari pemerintah daerah yang diberikan kepada desa, sehingga menambah
total dana yang tersedia untuk pembangunan (Anggara, 2021). Diharapkan Dana Desa
dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan struktur
pengelolaan yang jelas dan partisipasi masyarakat yang aktif.
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2. Hasil dari evaluasi
Dana Desa di berbagai daerah menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian
di Kabupaten Pasaman Barat, pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa dapat
meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan
(Pratama et al., 2023). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Madiun
menunjukkan bahwa pengawasan publik atas pengelolaan Dana Desa perlu
ditingkatkan untuk menghindari perlindungan dan memastikan akuntabilitas
(Wibisono, 2017). Selain itu, telah menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa
sudah efektif di beberapa desa, namun masih sulit untuk mencapai tingkat efisiensi
terbaik. Ini bahwa, Dana Desa memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan
kehidupan masyarakat, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu
diselesaikan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Secara
keseluruhan.
Dana Desa adalah program yang memiliki sejarah panjang dan dasar hukum yang
kuat, serta memiliki struktur pengelolaan yang terdiri dari berbagai pihak yang
berbeda. Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Dana Desa di berbagai
wilayah menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah tercapai, masih ada tantangan
yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

3. Kesejahteraan Sosial dan Infrastruktur Desa
Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, infrastruktur desa, yang
mencakup jalan, jembatan, dan fasilitas umum, sangat penting. Infrastruktur yang
baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempermudah aksesibilitas.
Mengoptimalkan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dapat
mempercepat pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas layanan publik
(Mustofa, 2023).
Dengan infrastruktur yang memadai, orang lebih mudah mendapatkan layanan
kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Semua ini meningkatkan
kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi
masyarakat adalah beberapa indikator kesejahteraan sosial. Ketersediaan fasilitas
kesehatan yangkemampuan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menurut
penelitian (Sibarani, 2024), pembangunan sosial yang baik, yang mencakup
penyediaan fasilitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam
hal pendidikan, pendidikan yang baik memiliki kemampuan untuk mengubah status
sosial dan ekonomi suatu masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan
kesejahteraan keluarga (Eha, 2024). Di sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan usaha dan lapangan
kerja.
Secara keseluruhan, kesejahteraan sosial bergantung pada infrastruktur desa yang
baik. Jalan yang baik , jembatan yang aman, dan fasilitas umum yang memadai
memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan penting yang mendukung
kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting
bagi pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat saat merencanakan dan
melaksanakan pembangunan infrastruktur agar kebutuhan dan keinginan masyarakat
dapat terpenuhi (Putra, 2023).

Penelitian Terkait

Banyak ilmuwan dan peneliti yang berkonsentrasi pada penelitian tentang
hubungan antara Dana Desa, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Studi menunjukkan
bahwa dengan pembagian Dana Desa yang tepat, mereka dapat meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat desa dengan membangun infrastruktur. Studi ini melihat
bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Dana Desa berdampak pada
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan metode analisis
kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa BUMDesa dapat meningkatkan
kesejahteraan secara signifikan jika dana desa dikelola dengan baik (Fitriani et al., 2020).
Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurohman et al., 2019) yang menemukan bahwa Dana
Desa meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Wisata Menggoro. Penelitian tersebut
menekankan bahwa pengelolaan yang baik adalah kunci untuk mencapai hasil
yangdiinginkan. Selain pengaruh penyaluran Dana Desa terhadap indikator
perekonomian di wilayah tertinggal, telah ditunjukkan bahwa penyaluran Dana Desa
meningkatkan perekonomian lokal, yang pada pasangannya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Otheliansyah & Yasni, 2021). Menurut penelitian (Nurhidayati, 2023), Dana
Desa berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dengan membangun
infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan aparatur desa.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan mensintesis
literatur yang relevan tentang pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Metode ini akan
berkonsentrasi pada elemen penting seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi
masyarakat, dan efisiensi pengelolaan dana desa.

1. Identifikasi Sumber Literatur: Kajian ini akan menggunakan jurnal, buku, dan
dokumen resmi tentang pengelolaan Dana Desa. Penelitian oleh Rahayu et al. yang
membahas cara mencegah kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan
prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah salah satu referensi yang relevan.

2. Pengumpulan Data: Data akan dikumpulkan dengan mencari artikel yang relevan di
perpustakaan digital dan database akademik. Studi sebelumnya yang menggunakan
metode kualitatif dan kuantitatif akan menjadi fokus utama. Misalnya, penelitian
melihat penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pasan (Mautang et al.,
2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dan Basuki yang melihat
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Asmawati & Basuki, 2019).

3. Analisis dan Sintesis: Menganalisis dan mensintesis data diperlukan setelah
mengumpulkan literatur. Dalam analisis ini, tema-tema utama yang muncul dari
literatur akan diidentifikasi. Tema-tema ini termasuk masalah dalam mengelola Dana
Desa, komponen yang mempengaruhi efektivitas, dan peran partisipasi masyarakat.
Sumber informasi tambahan akan diberikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hulu
et al. tentang cara Dana Desa mendorong pemberdayaan masyarakat desa (Hulu et al.,
2018).

4. Evaluasi Kualitas Sumber: Setiap sumber yang digunakan dalam penelitian ini akan
dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap
pemahaman Kita tentang pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang menggunakan
metode analisis yang kuat menyelidiki pengaruh kualitas sumber daya manusia dan
pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa (Nursin
etal., 2022).

5. Kesimpulan dan Saran: Tinjauan ini akan mencakup penelitian oleh Mustofa yang
menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus bertanggung jawab atas
pembangunan infrastruktur (Mustofa, 2023). Rekomendasi ini akan didasarkan pada
penelitian literatur yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus lebih
akuntabel dan terbuka, dan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses
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pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman
tentang pengelolaan Dana Desa dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan
masyarakat desa di Indonesia.

Pembahasan

Desa yang diteliti memiliki sekitar 3.000 orang yang memiliki berbagai atribut
sosial-ekonomi. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, dan usaha kecil
dan menengah (UKM) adalah pekerjaan sisa. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan
yang beragam, tetapi sebagian besar orang menerima pendidikan dasar dan menengah.
Desa ini masih memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang rendah, dengan 20% orang
miskin.

Dana desa dari APBN diberikan kepada desa untuk berbagai tujuan, seperti
pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Laporan
tentang penggunaan Dana Desa menunjukkan bahwa sekitar 60 (enam puluh) persen dari
dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas
umum, sisanya adalah bantuan langsung tunai dan program pemberdayaan masyarakat.
Namun, transparansi dan akuntabilitas terus menjadi masalah dalam pengelolaan dana ini,
yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pengaruh Dana Desa pada Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur desa telah ditingkatkan secara signifikan melalui Program Dana
Desa. Sebelunya adanya dana desa, kondisi jalan desa sangat memprihatinkan banyak
jalan yang rusak dan sulit dilalui. Setelah Dana Desa didistribusikan, jalan baru dan
perbaikan telah meningkatkan akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Kehidupan
masyarakat mendapat manfaat dari peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan
kesehatan. Masyarakat dapat mendapatkan perawatan medis lebih cepat melalui jalan
yang lebih baik. Selain itu, petani dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual
produk pertanian.

Dana Desa dan Kesejahteraan Sosial

Dari perspektif ekonomi, program ini telah meningkatkan pendapatan masyarakat
dengan membuka lapangan kerja baru dan memperluas usaha kecil. Menurut penelitian,
tiga puluh persen orang dalam masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan
ekonomi mengalami peningkatan pendapatan. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan
kesehatan juga meningkat, yang menghasilkan lebih banyak siswa yang dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih banyak fasilitas kesehatan
yang tersedia di desa. Secara keseluruhan, masyarakat desa telah memperbaiki kualitas
hidup mereka sebagai hasil dari program Dana Desa. Infrastruktur yang lebih baik
meningkatkan akses terhadap layanan dasar, yang berdampak pada pendidikan dan
kesehatan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

Salah satu faktor yang memastikan bahwa Dana Desa berhasil digunakan di desa
ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta
dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendampingan dan pelatihan. Keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan Dana Desa
meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadapprogram yang dilaksanakan.
Namun terdapat beberapa kendala yang menghalangi program Dana Desa, salah satunya
adalah ketidakjelasan tentang bagaimana dana digunakan, yang menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
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Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa desa dengan populasi sekitar 3.000 orang
menghadapi masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi yang signifikan, menurut hasil
diskusi. Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk hanya dasar dan menengah, yang
berkontribusi pada tingkat kesejahteraan sosial yang rendah, dengan 20% dari populasi
hidup dalam kondisi miskin. Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) sangat mempengaruhi perkembangan infrastruktur desa.
Sekitar 60% dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti
perbaikan jalan dan fasilitas umum. Sisanya dialokasikan untuk program pemberdayaan
masyarakat dan bantuan langsung Meskipun demikian, ada banyak masalah dengan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah desa.

Perbaikan infrastruktur yang didanai olen Dana Desa telah membawa perubahan
positif dalam aksesibilitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sebelum ada
dana desa, kondisi jalan yang buruk menghalangi orang untuk pindah, tetapi setelah
diperbaiki, akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan meningkat. Selain
mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, hal ini memungkinkan
petani menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual produk pertanian yang lebih
produktif. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, program Dana Desa telah
meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru dan
memperluas UKM. Keberhasilan penggunaan Dana Desa di desa ini didukung oleh
partisipasi masyarakat yang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta
bantuan dari pemerintah daerah dalam bentuk pendampingan dan pelatihan. Keterlibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang cara Dana Desa digunakan
meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas program yang dilaksanakan.
Namun, ada hambatan yang menghambat program, terutama ketidakjelasan tentang cara
dana digunakan, yang dapat membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintah desa.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa program Dana Desa telah
meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur, akses
ke layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi. Tetapi untuk mencapai hasil yang lebih
baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana harus ditingkatkan, dan
partisipasi masyarakat harus ditingkatkan di setiap langkah program. Program ini sangat
bergantung pada kerja sama pemerintah desa dan masyarakat serta komitmen untuk
melakukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
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